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ABSTRACT 

Digital transformation represents a government effort to enhance the quality of public services through 

the utilization of information technology. The Manpower and Transmigration Agency of West Nusa 

Tenggara Province has implemented a digital-based registration service for Indonesian Migrant Workers 

(TKI) using the Sisnaker and SiapKerja applications. However, implementation faces various 

challenges, such as low public digital literacy, data verification obstacles, system technical issues, and 

limited supporting infrastructure. This study aims to analyze the digital transformation of TKI 

registration services and identify the factors influencing its implementation. A qualitative research 

method with a descriptive approach was employed. Data collection techniques included observation, 

interviews, and documentation. Research informants consisted of employees from the Manpower and 

Transmigration Agency of West Nusa Tenggara Province and members of the public utilizing the digital 

TKI registration services. Data analysis involved data reduction, data presentation, and conclusion 

drawing. The results indicate that the digital transformation of TKI registration services has facilitated 

easier access, accelerated administrative processes, improved service efficiency, and supported 

transparency through the use of the Sisnaker and SiapKerja applications. Nevertheless, implementation 

has not been optimal due to several factors: limited human resource competence, low public digital 

literacy, internet network issues, application system disruptions, and budget constraints regarding digital 

service development. Therefore, enhancing human resource capacity, strengthening information 

technology infrastructure, optimizing public outreach, and securing sustainable policy and budgetary 

support are essential for the digital transformation of TKI registration services to function more 

effectively. 

 

Keywords: Digital Transformation, Public Service, Sisnaker, SiapKerja, Indonesian Migrant Workers 

(TKI). 

 

PENDAHULUAN 

       Salamet & Ariyanto (2023) Di era transformasi pelayanan publik, pelayanan yang baik 

harus menjamin kecepatan, ketepatan, dan transparansi serta memanfaatkan teknologi 

informasi sebagai instrumen utama untuk mendukung mutu pelayanan. Oleh karena itu, 

penerapan sistem digital pada instansi pemerintah, seperti Departemen Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi, sejalan dengan teori implementasi kebijakan Edward III (1980) yang 

menekankan pentingnya komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam 

mewujudkan keberhasilan suatu kebijakan. 
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Nullah & Hidayat (2023) Transformasi digital telah menjadi salah satu strategi 

pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi 

informasi. Digitalisasi pelayanan tidak hanya diterapkan pada sektor ketenagakerjaan, tetapi 

juga pada sektor peradilan. Salah satu bentuk implementasinya adalah penerapan sistem e-

Court di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram yang menyediakan layanan 

pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, hingga persidangan 

secara elektronik. Penerapan sistem tersebut terbukti mampu meningkatkan efektivitas 

pelayanan melalui proses yang lebih cepat, transparan, akuntabel, dan memberikan kemudahan 

bagi masyarakat dalam mengakses layanan peradilan 

Sisnaker (Sistem Informasi Ketenagakerjaan) adalah platform layanan publik berbasis digital 

yang dirancang sebagai sistem layanan tunggal. Platform ini mengintegrasikan berbagai 

kegiatan layanan ketenagakerjaan ke dalam satu sistem, dengan tujuan meningkatkan 

efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas layanan publik di sektor ketenagakerjaan 

(Pratigina & Djuniardi, 2023; Suryono, 2021). 

Tabel 1.1 Data Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Provinsi Nusa Tenggara Barat 
No Aspek Keterangan 

1 Daerah 

Pengirim TKI 

Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu daerah pengirim Tenaga Kerja 

Indonesia (TKI) ke luar negeri dengan jumlah yang cukup besar dan konsisten 

dari tahun ke tahun. 

2 Posisi Nasional 

Tahun 2024 

Berdasarkan data resmi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, pada tahun 

2024 NTB menempati posisi keempat sebagai provinsi penyumbang Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) terbanyak di Indonesia setelah Jawa Timur, Jawa 

Tengah, dan Jawa Barat. 

3 Jumlah PMI 

Tahun 2023 

Data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mencatat jumlah pekerja 

migran asal NTB pada tahun 2023 sebanyak 33.949 orang. 

4 Jumlah TKI 

Tahun 2024 

Pada tahun 2024, jumlah TKI asal Provinsi Nusa Tenggara Barat tercatat 

sebanyak ±25.000 orang. 

5 Kontribusi 

Ekonomi 

Keberadaan TKI memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian 

keluarga dan masyarakat di daerah asal melalui remitansi dan peningkatan 

kesejahteraan ekonomi. 

6 Implikasi 

Kebijakan 

Tingginya jumlah TKI menuntut Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara 

Barat untuk mengambil kebijakan yang optimal dalam Pelayanan Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. 

Sumber: Dinasker Transmigrasi Provinsi NTB 
 

 Berdasarkan tabel tersebut, terlihat jelas bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 

merupakan salah satu sumber utama Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dikirim ke luar 

negeri. Jumlah pekerja migran asal NTB tergolong tinggi dan cenderung stabil dari tahun ke 

tahun, yang menunjukkan bahwa bekerja di luar negeri tetap menjadi pilihan utama bagi 

penduduk setempat untuk memperoleh pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup mereka. 

 Pada tahun 2024, Nusa Tenggara Barat (NTB) menempati peringkat keempat di antara 

provinsi-provinsi di Indonesia yang menyumbang jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) 

terbanyak, setelah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Hal ini menyoroti peran strategis 

NTB dalam penyediaan tenaga kerja migran di tingkat nasional. Sebelumnya, pada tahun 2023, 

terdapat 33.949 pekerja migran asal NTB yang bekerja di luar negeri, sementara pada tahun 

2024, angka tersebut mencapai sekitar 25.000. Meskipun angka ini menunjukkan penurunan 

dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah tersebut tetap signifikan, yang mengindikasikan 

bahwa minat warga NTB untuk bekerja di luar negeri masih tergolong tinggi. 

       Menurut Hidayat dan Ferbiyanti (2023), penerapan inovasi layanan publik berbasis digital 

melalui program Public Safety Center (PSC) 119 Emergency Medical Service (MEMS) 

menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan kecepatan, 

kemudahan, dan efektivitas layanan bagi masyarakat, meskipun masih terdapat tantangan 
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terkait infrastruktur dan jaringan telekomunikasi. Situasi ini serupa dengan transformasi digital 

pada proses pendaftaran Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang juga mengandalkan sistem digital untuk meningkatkan 

kualitas layanan namun tetap bergantung pada kesiapan infrastruktur dan kemampuan sumber 

daya manusia. 

       SiapKerja (Sistem dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan) merupakan aplikasi yang 

dikembangkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, sebagai lembaga 

pemerintah telah mengembangkan aplikasi SiapKerja untuk memudahkan akses publik 

terhadap informasi dan layanan ketenagakerjaan.  

        

       Peraturan Presiden (PerPres) Nomer 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi 

Digital Dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional Adalah peraturan yang bertujuan untuk 

mempercepat transformasi digital dan menyatukan layanan digital pemerintahan di Indonesia. 

Aturan ini mengutamakan integrasi dan interoperabilitas melalui Aplikasi Sistem Pemerintahan 

Berbasi Elektronik (SPBE). 

       Mustamin et al. (2023) menjelaskan bahwa kualitas pelayanan publik dipengaruhi oleh 

berbagai faktor, antara lain motivasi kerja aparatur, kemampuan aparatur, komunikasi, perilaku 

organisasi, pengawasan sosial, dan restrukturisasi organisasi. Selain itu, peningkatan kualitas 

pelayanan juga memerlukan dukungan sarana berbasis digital, seperti penyediaan layanan 

online, pengembangan sistem informasi, dan pemanfaatan website sebagai media pelayanan 

kepada masyarakat 

       Berdasarkan uraian tersebut, peneliti ingin mengfokuskan penelitian ini untuk mengkaji 

bagaimana transformasi digital yang diterapkan, efektivitas penerapan transformasi digital 

dalam layanan pendaftaran Tenaga Kerja Indonesia serta mengidentifikasi fakto – factor apa 

yang menjadi tantangan dalam implementasinya di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nusa 

Tenggara Barat (NTB) 

LANDASAN TEORI 

E-Government 

       Menurut Jalma dkk (2022), e-government adalah penggunaan teknologi informasi untuk 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab pemerintah, mengubah hubungan antara pemerintah 

dan masyarakat umum, sektor swasta, dan organisasi penting lainnya. Implementasi E-

Government di organisasi publik dapat dikatakan berhasil apabila terdapat peningkatan kualitas 

layanan di suatu instansi publik. Keberhasilan ini memerlukan pertimbangan faktor-faktor 

pendukung kesiapan, antara lain ketersediaan infrastruktur teknologi, kompetensi sumber daya 

manusia, dan jaringan yang mendukung akses informasi dan layanan publik. 

Pelayanan Publik 

       Menurut Rahmadana dkk. (2020), pelayanan publik adalah pemberian jasa oleh 

pemerintah atau swasta kepada masyarakat, baik secara cuma-cuma maupun dengan 

pembayaran, untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Junardi et al. (2025) menunjukkan 

bahwa penerapan sistem layanan berbasis digital pada Puskesmas Sekotong mampu 

meningkatkan efisiensi administrasi, akurasi pengelolaan data, serta memperluas akses 

masyarakat terhadap pelayanan publik. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan 

teknologi digital berperan penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan 

publik.Zeithaml, Berry, dan Parasuraman (dikutip dalam Gati, 2022) mengidentifikasi lima 

karakteristik yang digunakan pelanggan untuk mengevaluasi kualitas layanan, yaitu: 

1. Bukti langsung (Tangible) 

2. Kehandalan (Reliability) 

3. Daya Tanggap (Responsiveness) 

4. Jaminan (Assurence) 

5. Empati 
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       Menurut Agustina et al. (2025), penerapan sistem pelayanan berbasis digital dapat 

meningkatkan efisiensi administrasi, mempermudah proses pendaftaran, serta memperluas 

akses layanan bagi masyarakat. Namun demikian, efektivitas implementasinya masih 

dipengaruhi oleh faktor responsivitas pelayanan, ketersediaan infrastruktur, dan pemerataan 

akses teknologi. Kondisi tersebut menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam 

pelaksanaan transformasi digital layanan pendaftaran Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

Transformasi Digital 

       Transformasi digital merupakan perubahan besar dan mendasar dalam cara bisnis atau 

organisasi beroperasi dan berinteraksi dengan pelanggan mereka melalui pemanfaatan 

teknologi digital. Transformasi digital dipahami sebagai proses penerapan teknologi digital 

dalam semua aspek organisasi dengan tujuan meningkatkan kinerja, memperluas pasar, dan 

menciptakan model bisnis baru (Vial, 2019). Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan 

Pembangunan (OECD) menjelaskan bahwa transformasi digital di sektor publik bukan hanya 

penggunaan teknologi, tetapi perubahan komprehensif dalam cara pemerintah merumuskan 

kebijakan, mengelola organisasi, dan memberikan layanan publik 

       Transformasi digital pada sektor publik memerlukan tata kelola organisasi yang efektif 

agar tujuan peningkatan kualitas pelayanan dapat tercapai. Hidayat, Burhan, dan Ma'ruf (2019) 

menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan suatu program pemerintah berkontribusi terhadap 

peningkatan kualitas fasilitas pendukung layanan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa 

keberhasilan transformasi digital dalam layanan pendaftaran Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 

juga memerlukan pengelolaan sumber daya, infrastruktur, dan anggaran yang dilakukan secara 

efektif sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien Selain itu, faktor 

kapasitas sumber daya manusia, regulasi, infrastruktur, keuangan, serta teknologi informasi 

dan komunikasi juga memiliki pengaruh penting terhadap keberhasilan implementasi digital 

government (Hidayat, 2025). 

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 

       Menurut Badan Pusat Statistik (2021) Tenaga kerja adalah penduduk berusia 15 tahun ke 

atas yang merupakan bagian dari angkatan kerja dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (1962) mendefinisikan angkatan kerja sebagai penduduk yang 

berada dalam angkatan kerja yang aktif secara ekonomi atau mereka yang menganggur tetapi 

bersedia bekerja. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan 

dan Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia di Luar Negeri semakin memperjelas 

kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam mengatur penempatan Tenaga Kerja Migran 

Indonesia (TKI). Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 menyatakan bahwa 

Tenaga Kerja Migran Indonesia, yang selanjutnya disebut TKI, adalah setiap warga negara 

Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk 

jangka waktu tertentu dan menerima upah. Sementara itu, Pasal 1 angka (3) Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 2004 mendefinisikan Penempatan TKI sebagai kegiatan pelayanan untuk 

mempertemukan Tenaga Kerja Migran Indonesia (TKI) dengan pemberi kerja berdasarkan 

bakat, minat, dan kemampuan di luar negeri, yang meliputi seluruh proses perekrutan, 

pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, akomodasi, persiapan pemberangkatan, 

pemberangkatan ke negara tujuan penempatan, dan pemulangan dari negara tujuan 

penempatan. 

 

METODE PENELITIAN 

       Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan kondisi nyata yang terjadi dalam 

pelaksanaan layanan pendaftaran TKI berbasis digital, berdasarkan pengalaman, pandangan, 

dan informasi yang diperoleh dari informan penelitian 
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Lokasi Penelitian 

       Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa 

Tenggara Barat (NTB). 

Sumber Data 

       Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, baik berupa 

orang, tempat, aktivitas, dokumen, maupun arsip yang relevan dengan penelitian (Sugiyono, 

2019). 

       Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui hasil 

wawancara, observasi, dan catatan lapangan (Rukajat, 2020). Dengan total informan ada 20 

orang terdiri dari pendaftar sebanyak 15 orang, petugas kayanan 2 orang, tim IT 2 orang, dan 

kepala dinas 1 orang. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Strategi Digital Pemerintahan Dalam Pelayanan Pendaftaran TKI di Dinas Tenaga Kerja 

dan Trasmigrasi NTB. 

       Transformasi digital dalam layanan pendaftaran Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah diimplementasikan melalui 

aplikasi Sisnaker dan SiapKerja sebagai bagian dari digitalisasi pelayanan publik. Penerapan 

kedua aplikasi tersebut memungkinkan masyarakat melakukan pendaftaran, pengunggahan 

dokumen, serta pemantauan proses administrasi secara daring sehingga pelayanan menjadi 

lebih cepat, mudah, dan transparan. 

 Strategi digital pemerintahan dalam penelitian ini meliputi teknologi berkelanjutan, 

kebijakan digital, dan layanan digital yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, 

akuntabilitas, dan konsistensi pelayanan publik dalam proses pendaftaran Tenaga Kerja 

Indonesia (TKI). 

1. Teknologi Berkelanjutan 

 Teknologi berkelanjutan merupakan upaya pemanfaatan teknologi informasi secara 

terus-menerus untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam pelayanan 

pendaftaran TKI, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat 

menggunakan aplikasi Sisnaker dan SiapKerja sebagai sarana pelayanan berbasis digital. 

 Berdasarkan rekapitulasi data pelayanan pendaftaran TKI pada Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Provinsi NTB, jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan 

pendaftaran digital melalui aplikasi Sisnaker dan SiapKerja mencapai 28.367 orang pada 

tahun 2022. Jumlah tersebut meningkat menjadi 33.949 orang pada tahun 2023, sedangkan 

pada tahun 2024 tercatat sebanyak 25.000 orang. Tingginya jumlah pengguna layanan 

digital selama tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa aplikasi Sisnaker dan SiapKerja 

telah digunakan secara luas dalam proses pendaftaran TKI. 

Gambar 4.2 Penggunaan Aplikasi Sisnaker dan SiapKerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Dokumentasi penelitian melalui aplikasi Sisnaker dan SiapKerja 2026 
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       Berikut dilampirkan dokumetasi bahwa penggunaan aplikasi Sisnaker dan SiapKerja 

merupakan bentuk pemanfaatan teknologi yang mendukung pelayanan publik secara 

berkelanjutan. Tingginya jumlah pengguna layanan digital menunjukkan bahwa teknologi 

yang diterapkan telah dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat serta mampu 

meningkatkan efektivitas pelayanan pendaftaran TKI. 

 Hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, implementasi transformasi digital 

telah memenuhi aspek-aspek transformasi digital menurut OECD (2020), yaitu strategi 

pemerintahan digital, tata kelola kelembagaan, kepemimpinan, kapabilitas sumber daya 

manusia, infrastruktur dan data, serta penciptaan nilai publik. Pemanfaatan sistem digital 

mampu meningkatkan efisiensi proses administrasi, mengurangi penggunaan dokumen 

fisik, mempercepat verifikasi data, dan memperluas akses layanan bagi masyarakat. 

2. Kebijakan Digital 

 Kebijakan digital merupakan dasar pelaksanaan transformasi digital yang bertujuan 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi. 

Dalam pelayanan pendaftaran TKI, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa 

Tenggara Barat menerapkan penggunaan aplikasi Sisnaker dan SiapKerja sebagai sarana 

pelayanan berbasis digital 

 Berdasarkan hasil wawancara peneliti temukan bahwasannya jumlah pengguna 

layanan digital tergolong tinggi, masih terdapat sebagian masyarakat yang memerlukan 

pendampingan dalam proses pendaftaran melalui aplikasi Sisnaker dan SiapKerja. Kondisi 

ini menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital 

masih beragam. Selain itu, perbedaan kualitas akses internet di beberapa wilayah juga 

menjadi faktor yang memengaruhi kelancaran penggunaan layanan berbasis digital 

3. Layanan Diigital 

 Layanan digital merupakan bentuk pelayanan publik yang memanfaatkan teknologi 

informasi untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, dan kualitas pelayanan kepada 

Masyarakat 

 Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa strategi pemerintahan digital 

dalam pelayanan pendaftaran TKI telah dilaksanakan melalui penerapan teknologi 

berkelanjutan, kebijakan digital, dan layanan digital berbasis aplikasi Sisnaker dan SiapKerja. 

Implementasi strategi tersebut telah meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan kemudahan 

pelayanan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperbaiki, 

terutama terkait stabilitas sistem dan kualitas jaringan internet agar pelayanan digital dapat 

berjalan secara lebih optimal 

 

Gambar 4.5 Data Jumlah Pelayanan Pendaftaran TKI 

 
Sumber: Rekapitulasi Data Pelayanan Pendaftaran TKI melalui Aplikasi Sisnaker dan 

SiapKerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022–

2024, diolah peneliti (2026) 
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 Dari gambar diatas Di sisi lain, transformasi digital juga mengubah bentuk pekerjaan 

pegawai. Jika sebelumnya pegawai lebih banyak melakukan pekerjaan administratif secara 

manual, saat ini pegawai juga berperan sebagai pendamping dan fasilitator bagi masyarakat 

dalam menggunakan sistem digital. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pegawai terhadap 

teknologi tidak hanya ditunjukkan melalui kemampuan teknis, tetapi juga melalui kesediaan 

untuk beradaptasi dengan pola kerja baru yang muncul akibat digitalisasi pelayanan 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transformasi Digital 

       Berdasarkan hasil penelitian, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi transformasi 

digital dalam layanan pendaftaran TKI di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa 

Tenggara Barat. Faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama, 

yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Kedua faktor ini saling berkaitan dan secara 

bersama-sama menentukan tingkat keberhasilan implementasi transformasi digital dalam 

pelayanan publik. 

 Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Calon TKI ditemukan bahwasaanya aplikasi 

Sisnaker dan SiapKerja telah memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam 

memperoleh pelayanan pendaftaran TKI. Masyarakat tidak lagi harus datang secara langsung 

ke kantor untuk melakukan sebagian besar proses administrasi karena layanan telah tersedia 

secara daring. Kemudahan akses ini memberikan manfaat berupa penghematan waktu, biaya 

transportasi, serta tenaga yang harus dikeluarkan masyarakat. 

 Berdasarkan hasil wawancara dan data sekunder tersebut, dapat dianalisis bahwa 

transformasi digital telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kecepatan dan 

efisiensi pelayanan pendaftaran TKI. Penggunaan aplikasi Sisnaker dan SiapKerja 

mempermudah petugas dalam melakukan penginputan data, verifikasi dokumen, dan 

pengelolaan administrasi sehingga waktu pelayanan menjadi lebih singkat dibandingkan 

dengan sistem manual 

 Meskipun penggunaan aplikasi Sisnaker dan SiapKerja sangat membantu dalam 

pelayanan, namun aplikasi ini memiliki tantangan tersendiri, pelaksanaan transformasi digital 

belum sepenuhnya optimal. Beberapa kendala yang masih dihadapi meliputi rendahnya literasi 

digital sebagian calon TKI, ketidaksesuaian data kependudukan saat proses verifikasi, 

gangguan sistem seperti kegagalan unggah dokumen dan keterlambatan pengiriman kode OTP, 

keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah, serta keterbatasan anggaran dalam 

pengembangan dan pemeliharaan sistem digital. 

Pembahasan 

 Pembahasan dalam penelitian ini disusun berdasarkan rumusan masalah, yaitu: (1) 

bagaimana transformasi digital yang diterapkan dalam layanan pendaftaran TKI di Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan (2) faktor-faktor yang 

mempengaruhi transformasi digital tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa 

transformasi digital telah diterapkan dalam layanan pendaftaran TKI, namun pelaksanaannya 

belum sepenuhnya optimal 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital telah memberikan dampak 

positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran TKI. Digitalisasi melalui Sisnaker 

dan SiapKerja meningkatkan efektivitas pelayanan dengan mempersingkat waktu proses 

administrasi, meningkatkan transparansi informasi, serta memudahkan masyarakat mengakses 

layanan tanpa harus datang langsung ke kantor. Temuan ini sejalan dengan konsep transformasi 

digital OECD (2020) yang menekankan bahwa digitalisasi pelayanan publik bertujuan 

menciptakan layanan yang lebih efisien, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan 

masyarakat. 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang diteliti oleh Prasetyo dan Nugroho 

(2023), Dimana dalam penelitiannya menemukan bahwasanya digitalisasi layanan publik dapat 

meningkatkan efisiensi layanan melalui penyederhanaan prosedur, pengurangan waktu 
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layanan, dan peningkatan akurasi pengelolaan data. Studi tersebut menjelaskan bahwa 

pemanfaatan teknologi informasi merupakan strategi pemerintah untuk mewujudkan layanan 

publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 

 Namun demikian, keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh 

pemanfaatan teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan organisasi dan masyarakat. 

Rendahnya kemampuan digital pengguna, keterbatasan kompetensi sebagian aparatur, kendala 

infrastruktur jaringan, serta keterbatasan anggaran menjadi faktor yang menghambat 

optimalisasi layanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital memerlukan 

dukungan sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur teknologi yang memadai, serta 

komitmen kebijakan yang berkelanjutan. Hal ini juga berkaitan dengan penerapan prinsip 

meritokrasi dalam kebijakan publik, terutama dalam pengelolaan sumber daya manusia yang 

profesional, akuntabel, dan berbasis kompetensi (Hidayat, Agustina, & Dermawan, 2025). 

 Selain kendala teknis, tantangan lain yang dihadapi dalam transformasi digital adalah 

terkait dengan kesiapan pengguna layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua 

calon TKI memiliki kemampuan yang memadai dalam menggunakan teknologi digital. 

Sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan dalam mengakses dan memahami sistem, 

sehingga memerlukan bantuan dari petugas. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital 

tidak hanya berkaitan dengan penyediaan teknologi, tetapi juga dengan kemampuan pengguna 

dalam memanfaatkan teknologi tersebut 

       Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Hutasuhut (2025) yang menyatakan 

bahwa efektivitas layanan digital dipengaruhi oleh tingkat literasi digital masyarakat dan 

kesiapan sistem informasi. Selain itu, penelitian Jumanah (2024) menunjukkan bahwa 

pelayanan berbasis digital masih menghadapi kendala sosialisasi dan pemahaman pengguna 

terhadap sistem. Dengan demikian, transformasi digital di Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memberikan manfaat nyata dalam 

meningkatkan pelayanan pendaftaran TKI, namun masih memerlukan penguatan pada aspek 

sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, sosialisasi kepada masyarakat, serta dukungan 

anggaran agar implementasinya berlangsung secara optimal dan berkelanjutan. 

 

KESIMPULAN 

1. Transformasi Digital dalam layanan pendaftaran TKI di Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat diwujudkan melalui penerapan sistem 

berbasis online, seperti penggunaan platform Sisnaker dan SiapKerja. Dengan adanya 

transformasi berbasis digital dalam pelayanan pendaftaran TKI berdampak positif 

terutama dalam hal efisiensi dan kemudahan akses layanan, namu transformasi digital ini 

belum sepenuhnya sempurna dikarenakan adanya kendala teknis seperti sistem yang 

mengalami erro, jaringan internet yang kurang stabil serta kesulitan pengguna dalam 

mengoprasikan aplikasi tersebut 

2. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi transformasi digital dalam pelayanan TKI di 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu faktor 

pendukung dan faktor pengambat.  

Faktor pendukung yaitu adanya kebijakan pemerintah yang mendorong digitalisasi 

pelayanan publik, ketersediaan platform digital seperti Sisnaker dan SiapKerja juga 

menjadi faktor pendukung yang signifikan. faktor yang dapat menghambat terlaksananya 

sistem tersebuta yaitu: sistem yang sering mengalami gangguan Ketika di akses, jaringan 

yang tidak stabil sehingga mempengaruhi faktor proses pengunggahan dokumen, dan 

faktor yang terakhir yaitu kurangnya literasi Masyarakat 
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